
LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI 
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

PERIODE 1 JANUARI 2025 – 31 MARET 2025 
 
 

A. MONITORING 

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara elektronik melalui website e-

survey badilum dan guna memudahkan masyarakat untuk mengisi kuesioner, masing-

masing petugas PTSP menyiapkan kuesioner tercetak dengan format sesuai dengan 

kuesioner elektronik atau mengarahkan pengunjung agar melakukan pengisian survei 

kepuasan masyarakat secara elektronik dengan membuka link website 

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098036. 

IKM periode 1 Januari 2025 – 31 Maret  2025 pada Pengadilan Negeri 

Purbalingga sebesar 3,82 / 95,57 %  dan berada pada kategori sangat baik. Adapun 

nilai masing-masing unsur/indikator adalah sebagai berikut : 

No Ruang Lingkup Rata-rata Skor Kategori 

1 Persyaratan 3,738 Sangat Baik 

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,714 Sangat Baik 

3 Waktu Penyelesaian 3,714 Sangat Baik 

4 Biaya/Tarif 3,929 Sangat Baik 

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,929 Sangat Baik 

6 Kompetensi Pelaksana 3,810 Sangat Baik 

7 Perilaku Pelaksana 3,905 Sangat Baik 

8 Sarana dan Prasarana 3,762 Sangat Baik 

9 
Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan 
3,905 Sangat Baik 

 

B. EVALUASI 

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan Satuan Kerja 

Pengadilan Negeri Purbalingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 3,82 / 

95,57 % atau masuk pada kategori Baik.  

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098036


Dalam survei ini terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sembilan 

indikator lainya, yakni: 

1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada 

Pengadilan ? 

2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam 

memberikan pelayanan ? 

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta 

pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? 

Dari ketiga indikator terbawah diatas perlu ditingkatkan agar dalam survei yang 

akan datang memiiliki nilai indeks yang lebih baik. 

 
 



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN 
EVALUASI 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 
PERIODE 1 JANUARI 2025 – 31 MARET 2025 

 

Berdasarkan hasil survey dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada 3 fokus 

perbaikan / tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survey sebagai berikut: 

1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

Tindak lanjut pada unsur bagaimana pemahaman saudara tentang 

kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan adalah prosedur 

pelayanan mudah untuk dipahami oleh pengguna layanan karena informasi 

prosedur bisa didapatkan melalui website Pengadilan Negeri Purbalingga 

atau pengguna layanan datang langsung ke ptsp Pengadilan Negeri 

Purbalingga.  

 

 



Foto : Brosur prosedur pelayanan  

 

 

 

2. Kecepatan 

Tindak lanjut pada unsur bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan 

waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan adalah petugas ptsp telah 

melaporkan para pihak yang bersidang dengan tepat waktu dan pelayanan 

ptsp telah tepat waktu. Kemudian kepaniteraan hukum menyampaikan 

kepada pimpinan dalam laporan bulanan terkait pihak-pihak yang menunggu 

sidang dan antre sidang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Petugas PTSP  Pengadilan Negeri Purbalingga 

 



 

 

3. Persyaratan 

Tindak lanjut pada unsur bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian 

persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada 

Pengadilan adalah persyaratan yang diminta sudah sesuai dengan jenis 

pelayanan pada Pengadilan Negeri Purbalingga. Pengguna layanan dapat 

melihat persyaratan pada website Pengadilan Negeri Purbalingga maupun 

datang ke ptsp Pengadilan Negeri Purbalingga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Perdata 

 



Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Perdata 

Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Hukum 



Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Hukum 

Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Pidana 



Foto : Jenis dan Syarat Pelayanan Pidana 

 

 


